
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR 123 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI 
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN 

Menimba n g 

Menginga t 

TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi dalam penyalu ran 
pupuk bersubsidi dan harga pupuk bersu sid i di 
Kabupaten Tasikmalaya perlu ditetapkannya ta ta cara 
penetapan alok a si dan h arga pupuk bersubsidi di 
Kabupaten Tasik malaya; 

b. bahwa berda sark an p ertimbangan sebagaimana 

1. 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Per turan 
Bupati asikmalaya tentang Tata Cara Penetapan Alokasi 
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bers bsidi Sektor 
Pertan ian Tahun 2023. 

Undan g-un dang 
Pemben tuk an 

Nom or 14 
D era h -daerah 

Tahun 1950 
Kabupa ten 

ten tang 
dalam 

Lingkungan Provin si Jawa Barat , sebagaimana telah 
d iubah dengan Un dang-Undang Nom or 4 Tahun 1968 
ten tang Pembentu kan Kabupaten Purwa karta dan 
Kabu pa ten Subang dengan m engubah Un dang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Pet ani (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5433); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem 
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara 

epublik In donesia Tahun 20 13 Nomor 20 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 12); 

5. Peraturan Presid en Nomor 77 Tahu n 2005 
tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang 
da lam Pengawasan ebagaimana telah diubah de gan 
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 te tan g 
Perubahan atas Peratu ran Presiden Nomor 77 
Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Ber u b idi 
sebagai Barang dalam Pengawasan; 

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 
ten tang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran 
Tertinggi Pupuk Bersu bsidi Sektor Pertanian; 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 20 12 ten tang 
Penye enggaraan Kes jahteraan Sosial (Lem ara Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 68, Tamb han 
Lembaran Negara Republik Indon sia Nom or 5294); 

8. Peratura Daerah Kabupaten Tasikm aya Nom r 1 
Tahun 2016 entang a ta Cara Pemb tu an Pr oduk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ta ikmalaya Tah n 20 16 Nomor 1); 

9. Peratura n Daera Kabupaten Tas"kmalaya N m or 3 
Tahun 201 6 tentang Urusan Pem erintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabu paten Ta ikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

10. Pe a turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 
ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 3); 
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11. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 119). 

MEMUTUSKAN: 

TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN 
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN 
TAHUN 2023. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam era turan Bupati ini yang dimak ud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Pemerin tah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pem rin tahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeri tahan 
yang m njadi kewenangan daerah 0 onom. 

3. Bupa ti adalah Bu pati Tasikmalaya. 
4. Pup Be subsidi adalah pupuk ya ng pengadaan dan penyaluran nya 

men apat subsid i dari Pemerinta h untuk kebutuhan petani y g 
dilaksanakan atas dasar program Pem erintah di sektor per tanian. 

5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanj t an yang selanjutnya d isingkat LP2B 
adalah bidang lahan pertanian d i kabupaten Tasikm alaya yang 
diteta kan u n tuk d ilind ngi dan dikemba n gkan secara kon sisten guna 
mengh asilkan pangan pok k bagi kem andirian, ketahan.an, dan 
kedaul tan pan gan n asion al. 

6. Petani en erima Pupu k Bersubsidi yang se1anjutnya disebut Petani 
adalah arga n egara Indonesia di Kabupaten Tasikmalay baik 
perseorangan dan jatau beserta k eluarganya yang melakukan Usaha 
Tani di bidang tana man pangan, hortikultura, dan perkebunan. 

7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani di Kabupaten Tasikmalaya yang 
dibentuk atas dasar kesam aan kepentingan, kesamaan kondisi 
lingkungan sosial, ekonomi d a n sumberdaya, kesamaan komoditas, dan 
keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha 
anggotanya. 

8. Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut 
SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang 
menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan 
penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama. 

9. Data Spasial Lahan Petani adalah data ten tang lokasi geografis, dimensi, 
ukuran, danj atau karakteristik lahan pertanian yang berada pada atau 
di atas permukaan bumi. 
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10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga 
Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani 
atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur 
Lini IV Kabupaten Tasikmalaya. 

11. Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik 
atau elektronik/ digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan 
pupuk bersubsidi di pengecer resmi. 

12. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 
Bersubsidi Sektor Pertanian. 

13. Realoka i a dalah pengalokasian kembali s ejumlah pupuk bersubsidi 
antar wilayah, waktu dan jenis pupuk. 

BAB II 

JENIS PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 2 

(1) Pupu k Bersubsidi dapat berasal dari produ ksi d alam negeri dan/at u 
luar eg i. 

(2) Pup k Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. Urea ; dan 
b. Nitr gen , Phosphat, dan Kalium (NPK). 

(3) Pupu Bersubsid i sebagaimana d imaksud pad a ayat (1) diprod ksi 
dan/ a tau diadakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Per sero) . 

(4) PT. Pupuk Ind onesia (Persero) sebagaimana dim aksud pada ayat (3) 
meny lu rkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah 
diteta kan. 

(5) Dalam h al anggaran su sidi pupuk masih tersedia s t lah dialoka ikan 
terhad p j enis Pupuk Bersub sidi sebagaimana dim aksud pada ay t (2) 
dan dibutuhkan jen is pupuk lain untuk pen ingka tan keb tuhan 
produksi, p enyed ia an Pupuk Bersubsidi dapat dialokasikan t rhadap 
jenis pupuk lainnya. 

BAB III 

PERUNTUKAN DAN PENETAPAN 
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 

Bagian Kesatu 

Peruntukan 

Pasa13 

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani di daerah yang melakukan 
usaha tani subsektor: 
a. tanaman pangan; 
b. hortikultura; dan/ atau 
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c. perkebunan, dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim 
tanam. 

(2) Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. padi; 
b. j agung; dan 
c. kedelai. 

(3) Usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 
a . cabai; 
b . bawang m erah; da n 
c. b awa n g putih. 

(4) Usah a ani subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada aya t (1 
uru f c terdiri atas : 

a. te u rakyat; 
b. kakao; dan 
c. Opl. 

(5) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam 
Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN. 

Bagian Kedua 

Penetapan Alokasi 

Pasa14 

Penetapa alokasi pu puk ber su bsidi terdiri atas: 
a. alokasi Pupuk Bersubsidi t ingkat pusat; 
b. alokasi Pupuk Bers bsidi tingka t provinsi; 
c. alokasi Pupu k Bersu bsidi tingkat daerah ; 

Pasal 5 

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten sebaga imana dimaksud 
dalam Pasal 4 h uruf c dilakukan setelah alokasi Pupuk Bersub sidi tingkat 
Provinsi ditetapkan. 

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat daerah sebagaim ana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan berdasarkan: 
a. Data Spasial Lahan Petani; 
b. usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui elektronik rencana 

definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK); dan 
c. alokasi Pupuk Bersubsidi di tingakat provinsi. 

(3) Dalam hal belum tersedia Data Spasial Lahan Petani sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan data luas lahan dalam 
SIMLUHTAN. 

Pasal6 

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis Pupuk Bersubsidi, 
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jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan. 
(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling 

lambat bulan November pada tahun sebelumnya. 

Pasal 7 

Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dan rincian alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1 ) ditetapkan oleh Direktur Jenderal di Kementrian yang 
melaksanakan u rusan pem erintahan di bidang per tanian . 

BAB IV 
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 8 

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aya t (1) 
dap t d ilakukan Realokasi. 

(2) Realokasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1 ) dilakukan apabila terjadi 
keku rangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah den gan 
mem erh atikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupu . 

(3) Pelak anaan realokas· ebagaim ana dimaksud pada aya (1 dil kukan 
dengan cara realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu wilayah daerah. 

(4) Pelak anaan realokasi sebagaimana dimaksud pada aya t (3) diteta kan 
dengan keputusan bupati . 

(5) Realo a si seba gaimana d imaksud pada ayat (3) d apat dilaksanakan oleh 
Perangk a t Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
pertanian. 

(6) Bupati bertanggungj wab a tas pelaksanaan realokasi d i wilayah yang 
menjadi k wenangannya. 

Pasal 9 

Dalam hal alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan 
tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan 
men ggunakan s isa alokasi bulan sebelumnya danjatau dari alokasi bulan 
berikutnya, dengan tidak me1ampaui alokasi 1 (satu) tahun. 

BAB V 

BARGA ECERAN TERTINGGI 
PUPUK BERSUBSIDI 

Pasall0 

(1) Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai BET. 
(2) BET Pupuk Bersubsidi di daerah ditetapkan berdasarkan BET yang 

ditetapkan oleh Kementrian yang melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang pertanian. 
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(3) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(4) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

BABVI 

PENY ALURAN PUPUK BERSUBSIDI 
DAN 

PELAKSANAAN VERIFlKASI DAN VALIDASI 

Pasal 11 

(1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) an 
ki s pengecer kepada Petani menggun akan Kartu Tani. 

(2) Penggunaan Kartu Tani dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaim a n a 
dimaksu d pada ayat (2) dilakukan melalui mesin Electronic Data Cap ture 

dan/ atau aplikasi digital. 
(3) Dalam hal Kartu Tani belu m tersedia, penyaluran Pupuk Bersu b idi 

kepad a Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggun a an 
kartu tanda penduduk. 

(4) Ketentu an penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan a at (3) dite apkan oleh Direktur Jenderal di Kernen rian yang 
melaksanakan urusan pemerintahan d i bidang pertanian. 

Pasal 12 

(1) Penyaluran Pupuk Bersu bsidi sebaga imana dim aksud dalam Pas 11 
dilakukan ver ifikasi dan validasi. 

(2) Verifik si d a n validasi sebagaimana dimaksud pada ya t 1) d ilak anakan 
oleh tim verifikasi dan validasi. 

(3) Tim verifikasi dan validasi sebagaim a na dimaksu d pada ayat (2) berada di 
kecamatan. 

(4) Tim verifikasi dan validasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) ditetapkan oleh Bupat· yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 
Perangkat Daerah yang m elaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
pertanian. 

BAB VI 

Pengawasan 

Pasal 13 

(1) Bupati melakukan pengawasan pada pelaksanaan penyaluran Pupuk 
Bersu bsidi di daerah. 

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya pada Komisi yang dibentuk 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang m eng ahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan m enempatkannya dalam Berita Daerah. 

Diundan kan d· S · ga arna 
pada tanggal 30 ovembeIl' 2022 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal • 

3 " -ovembe 2 22 
BUPATI .... TASIKMALAYA, 

. @ 

\1 

SUGIANTO 

TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 124 
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